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Abstrak  

Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

merupakan upaya Pemerintah mengatasi sengketa tanah. PTSL dilaksanakan dalam satu wilayah 

Desa/Kelurahan. Salah satu desa yang melaksanakan program PTSL tahun 2019 yaitu Desa Rangkah Kidul 

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan evaluasi program PTSL 

di Desa Rangkah Kidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara mendalam, observasi partisipan, 

dokumentasi, dan teknik triangulasi sumber. Fokus penelitian menggunakan kriteria evaluasi kebijakan 

Dunn (2003:610) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Teknik 

analisis data yang digunakan merupakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan bahwa program PTSL Desa Rangkah Kidul pada indikator 

efektivitas berhasil diterima oleh masyarakat sesuai tujuan, landasan, dan pencapaian program PTSL; 

efisiensi terlaksana dengan tenaga, anggaran, sarana dan prasarana yang mencukupi untuk proses PTSL 

namun, kendala menyebabkan jadwal pembagian sertifikat mengalami  kemunduran; kecukupan belum 

sesuai karena tidak semua masyarakat memiliki bukti tanah; perataan sudah sesuai karena seluruh petugas 

memberikan kesempatan, layanan, dan informasi yang sama kepada seluruh warga; responsivitas sudah 

sesuai karena PTSL disambut baik oleh masyarakat dan pelaksana merespon kendala; ketepatan sudah sesuai 

sebab PTSL tepat dilakukan di Desa Rangkah Kidul dan masyarakat menerima manfaat. Disarankan petugas 

desa lebih sigap mendeteksi bukti pertanahan terdahulu, BPN Kabupaten Sidoarjo dan petugas desa saling 

berkoordinasi untuk mendahulukan berkas yang tidak berkendala, dan memberikan target pada petugas desa 

sehingga pembagian sertifikat tidak terlambat. 

Kata Kunci: Evaluasi, Program, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  

Abstract 

Minister of Agrarian Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration 

(PTSL) is the Government's effort to resolve land disputes. PTSL is implemented in one village/kelurahan 

area. One of the villages implementing the 2019 PTSL program is Rangkah Kidul Village, Sidoarjo District, 

Sidoarjo Regency. This study aims to describe the evaluation of the PTSL program in Rangkah Kidul 

Village. This study uses a qualitative approach with descriptive research methods. The data collection 

techniques used were in-depth interviews, participant observation, documentation, and source triangulation 

techniques. The focus of the research uses Dunn's (2003:610) policy evaluation criteria, namely 

effectiveness, efficiency, adequacy, equitability, responsiveness, and accuracy. Data analysis techniques 

used are data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results showed 

that the Rangkah Kidul Village PTSL program on the effectiveness indicators was successfully accepted 

by the community according to the goals, foundations, and achievements of the PTSL program; efficiency 

is implemented with sufficient manpower, budget, facilities and infrastructure for the PTSL process, 

however, obstacles have caused the schedule for the distribution of certificates to be delayed; adequacy is 

not appropriate because not all communities have proof of land; alignment is appropriate because all 

officers provide equal opportunities, services, and information to all citizens; responsiveness is appropriate 

because PTSL is well received by the community and implementers respond to obstacles; The accuracy is 

appropriate because PTSL is rightly carried out in Rangkah Kidul Village and the community receives the 

benefits. It is recommended that village officials be more alert in detecting previous land evidence, BPN 

Sidoarjo Regency and village officials coordinate with each other to prioritize files that are not constrained, 

and provide targets to village officials so that the distribution of certificates is not too late. 
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PENDAHULUAN  

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan 

manusia. Selain itu dengan adanya status kepemilikan 

tanah adalah hal penting yang harus dipenuhi oleh 

masyarakat. Menurut (Rembeth 2020) menyatakan 

“Untuk mengatasi masalah pertanahan, pemerintah 

Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menetapkan 

kebijakan pemerintah tentang reforma agraria sebagai 

bagian dari Nawa Cita”. Pemerintah Indonesia 

mengupayakan terwujudnya seluruh bidang tanah di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah 

tersertifikasi melalui berbagai program, salah satu 

terobosan terbaru di bidang pertanahan adalah program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Berdasarkan pengajuan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia, munculnya program PTSL merupakan upaya 

pemerintah untuk mendukung percepatan pendaftaran 

tanah di Indonesia dan menjadi satu kesatuan proyek 

strategis nasional (Sari and Jumiati 2019). (Ramadhan and 

Mtvm 2021) menyatakan “Pendaftaran tanah sistematis 

lengkap yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali. Pelaksanaannya 

dilakukan secara serentak, terdiri dari seluruh obyek 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan”. 

Terciptanya program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) disebabkan karena pada tahun 2018 

jumlah tanah di Indonesia diperkirakan mencapai 126 juta 

bidang tanah dengan 51 juta bidang tanah terdaftar dan 

sisanya 79 juta bidang tanah belum terdaftar menjadi 

target program sertifikasi tanah (Ko 2018. 

https://kominfo.go.id/, diakses pada 24 Oktober 2021). 

(Wijaya 2017) menyatakan “Hingga 2016, baru sekitar 40 

juta bidang tanah yang memiliki sertifikat. Sisanya 86 juta 

bidang tanah yang belum memiliki sertifikat atau dengan 

kata lain luas tanah di Indonesia yang telah bersertifikat 

hanya sekitar 46% dari total luas tanah di Indonesia”. 

Menurut Sofyan A. Djalil selaku Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia, Kementerian Agraria/Badan 

Pertanahan Nasional berhasil menyelesaikan program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 

2017 total 5,4 juta bidang tanah, pada tahun 2018 sebanyak 

5,4 juta bidang tanah sebanyak 9,3 juta bidang tanah dan 

pada tahun 2019 mampu menyelesaikan 11,2 juta bidang 

tanah (Atrbpn 2020. https://www.atrbpn.go.id/, diakses 

pada 24 Oktober 2021).  

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) merupakan program sertifikasi tanah pertama di 

Indonesia yang dilaksanakan serentak di satu wilayah di 

tingkat desa atau kelurahan. Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan selama satu 

tahun anggaran. Tujuan dari program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk memberikan 

kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh hukum 

sertifikat tanah (Parapat and Kurniawan 2021). 

Pelaksanaan program ini sesuai dengan dasar Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu sederhana, cepat, 

lancar, aman, adil, merata dan terbuka, serta akuntabel 

(Ningrum and Rosdiana 2019). Pemerintah dan 

masyarakat diharapkan dapat saling memberikan 

pengaruh dan dampak yaitu mampu membangkitkan 

perekonomian, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan 

mengurangi timbulnya konflik pertanahan di Indonesia. 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sidoarjo. 

Menurut (Komisi II DPR RI 2019) data Pemetaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 

2019 Kabupaten Sidoarjo memiliki sekitar 350 ribu bidang 

tanah, di antaranya 110 ribu bidang tanah telah terdaftar 

dan memiliki sertifikat. Sehingga disimpulkan sekitar 240 

ribu tanah di Kabupaten Sidoarjo belum terdaftar dan 

belum memiliki sertifikat. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak Humaidi selaku Kepala Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:  

“Di tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo memiliki 

luas bidang tanah sekitar 350 ribu. Dari jumlah 

bidang tanah tersebut kurang lebih terdapat 100 

ribuan yang tanahnya telah berupa sertifikat tanah. 

Maka tersisa sekitar 240-250 ribu bidang tanah 

yang belum terdaftar, bahkan belum memiliki 

sertifikat.” 

 

Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Sidoarjo 2019 

dilaksanakan di sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan 

Prambon, Kecamatan Tulangan, Kecamatan 

Tanggulangin, Kecamatan Candi, Kecamatan Sidoarjo, 

Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan 

Tarik, dan Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Porong dan 39 

desa/kelurahan (Komisi II DPR RI. 2019). Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo Humaidi 

menambahkan, pada tahun 2019 Badan Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo mendapat alokasi kuota 50.000 

bidang tanah dan berhasil menyelesaikan 50.000 bidang 

tanah secara lengkap (Sidoarjo. 2020. 

https://www.sidoarjokab.go. id/, diakses pada 26 Oktober 

2021).  

Salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang ikut 

berpartisipasi dalam program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 yaitu Desa 
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Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Pemilihan Desa 

Rangkah Kidul sebagai salah satu desa pelaksanaan PTSL 

dikarenakan letak geografis desa ini berada di tengah kota, 

sehingga memungkinkan para penduduknya sangat 

membutuhkan trobosan baru dalam kepengurusan sertifikat 

tanah. Selain itu jumlah kuota yang diberikan oleh Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dengan yang 

didaftarkan cukup sebanding. Dapat disimpulkan bahwa 

warga Desa Rangkah Kidul antusias untuk mendaftarkan 

bidang tanah mereka pada program sertifikasi ini dan 

mendukung pemerintah untuk menyukseskan program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa 

Rangkah Kidul.  

Total alokasi kuota sertifikat tanah yang diberikan 

oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo 

kepada Desa Rangkah Kidul dari program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 adalah 500 

sertifikat tanah, sedangkan jumlah tanah yang terdaftar 

dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) 

adalah 420 bidang sertifikat tanah dengan jumlah 

pendaftar sebanyak 408 orang. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Bapak Warlheiyono selaku Kepala 

Desa Rangkah Kidul sebagai berikut: 

“Alhamdulillah Desa Rangkah Kidul 

mendapatkan kuota sejumlah 500 bidang sertifikat 

tanah. Dari semua yang terdata ini total 408 

pendaftar. Sebetulnya ada kurang lebih 550 

pendaftar pada waktu itu, tapi berhubung jatah kuota 

dari BPN Kabupaten Sidoarjo hanya 500 maka 

kenyataannya yang sudah selesai ini sekitar 408 

pendaftar saja. Jadi, masih ada sisa yang akan 

diselesaikan pada tahap kedua dan ini masih dalam 

proses.” 

 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Desa Rangkah Kidul dilaksanakan pada tahun 

anggaran pertama program dimulai pada tanggal 18 Maret 

2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap, tahapannya adalah: PTSL terdiri dari 

perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan 

dan penetapan panitia yuridis dan personel satgas, 

penyuluhan, pendataan fisik dan pendataan yuridis, 

penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, 

pengumuman data fisik dan data yuridis beserta 

pengesahannya, pengukuhan konversi, pengakuan hak dan 

pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak 

atas tanah, pendokumentasian dan penyampaian hasil 

kegiatan, dan pelaporan (Wibowo 2018).  

Tahap awal program ini ialah tahap persiapan yang 

terdiri dari sosialiasi, penetapan lokasi dan jumlah bidang, 

persiapan administrasi, serta pembentukan tenaga panitia 

dan satgas yuridis. Pembentukan panitia dan satgas yuridis 

ditetapkan oleh aparatur pemerintah Desa (Aprilia 

Nikmayukha and Rahman Ilyas 2021) yang terdiri dari 

Perangkat Desa dan para Ketua RT di Desa Rangkah 

Kidul.  

Tahap selanjutnya ialah penyuluhan yang 

dilaksanakan langsung di Balai Desa Rangkah Kidul serta 

dihadiri oleh beberapa pihak diantaranya Badan Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo, perangkat Desa Rangkah Kidul, 

Polsek Sidoarjo, dan seluruh masyarakat Desa Rangka 

Kidul. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Teguh 

selaku pelaksana PTSL di Desa Rangkah Kidul sebagai 

berikut: 

“Pelaksanaan PTSL di Desa Rangkah Kidul 

diselenggarakan 18 Maret 2019. Tentu tahap demi 

tahap sama, seperti desa-desa lainnya karena 

memang sudah menjadi standart dari program ini 

yaitu pasti ada sosialisasi, selanjutnya di data bidang 

tanah yang sesuai dengan persyaratan pelaksanaan 

PTSL, persiapan dokumen yang perlu diterbitkan 

oleh pihak desa, dan pembentukan tenaga panitia 

dan satgas yuridis. Setelah penetapan sdm dan 

dokumen penunjang telah dipersiapkan selanjutnya 

ialah penyelenggaraan penyuluhan yang dihadiri 

oleh BPN Kabupaten Sidoarjo, perangkat Desa 

Rangkah Kidul, Polsek Sidoarjo, dan masyarakat 

Desa Rangkah Kidul”. 

 

Selanjutnya ialah tahap pengukuran dan pemetaan 

seluruh bidang tanah di Desa Rangkah Kidul. Pengukuran 

dan pemetaan dilakukan oleh tim panitia PTSL dan 

masyarakat Rangkah Kidul. Selanjutnya berkas tersebut 

langsung diserahkan kepada petugas PTSL Desa untuk 

dilakukan input data atas kebenaran berkas tersebut 

sehingga dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah 

(Aprilia Nikmayukha and Rahman Ilyas 2021). Persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh pendaftar antara lain fotokopi 

KTP, fotokopi KK, bukti kepemilikan dan bukti 

pembayaran SPPT/PBB. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak Teguh selaku pelaksana PTSL di Desa 

Rangkah Kidul sebagai berikut: 

“Lalu tahap pengukuran dan pemetaan seluruh 

bidang tanah yang telah terdaftar program PTSL. 

Pengukuran dan pemetaan ini dilaksanakan oleh 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dan 

ditinjau langsung oleh perangkat Desa Rangkah 

Kidul. Persyaratan yang harus dilengkapi yaitu 

Fotokopi KTP, fotokopi KK, bukti kepemilikan dan 

bukti pembayaran SPPT/PBB.” 

 

Biaya pelaksanaan program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) telah diatur dalam Surat 

Keputusan Bersama 3 Menteri yang menyebutkan bahwa 
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biaya maksimal untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 

Rp. 150.000 dan belum ditetapkan nominal minimal biaya 

karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah (Dewi 

and Lika 2020).  Sebagaimana hasil wawancara dengan 

Bapak Warlheiyono selaku Kepala Desa Rangkah Kidul 

sebagai berikut: 

 “Untuk Kabupaten Sidoarjo sendiri tidak 

menganggarkan program PTSL dalam APBD 

Kabupaten sehingga besaran biaya Rp. 150.000 

dibebankan kepada masyarakat.” 

 

Kendala program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul yaitu tanah waris. 

Masyarakat tidak ingin melakukan sertifikasi melalui 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

apabila sang pemiliki telah tiada maka tanah waris tersebut 

akan terbagi kepada para pemilik waris dan berdampak 

pada memproses kembali kepengurusan sertifikat. 

Penolakan tidak hanya terjadi pada masyarakat, Kepala 

Desa Rangkah Kidul juga memilih untuk menahan 

sertifikasi pada tanah waris tersebut guna menghindari 

timbulnya permasalahan. Kendala selanjutnya adalah ada 

beberapa bidang tanah yang sudah didaftarkan sebelum 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

dilaksanakan tetapi belum selesai sampai dengan waktu 

yang ditentukan. Hal ini menyebabkan bidang tanah tidak 

dapat diproses dalam program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL). Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Bapak Warlheiyono selaku Kepala 

Desa Rangkah Kidul sebagai berikut: 

 “Sementara kendala PTSL di Rangkah Kidul ini 

tanah waris dengan sanak saudaranya. Masyarakat 

takut jika suatu saat tanah warisnya terpecah belah 

malah akan mengurus sertifikasi kembali yang 

membutuhkan waktu dan biaya lagi. Sehingga saya 

pending sertifikasinya, saya khawatir jika di 

tindaklanjuti dan dipaksakan akan menimbulkan 

permasalahan. Selain tanah waris ada juga yang 

sudah didaftarkan sebelum PTSL tapi belum jadi-

jadi karena ada masalah itu diajukan lagi tapi saya 

tolak semuanya. Jadi, menunggu hasil dari 

pengajuan yang lama karena kami tidak bisa 

melompati aja.” 

 

Kendala utama dari pelaksanaan program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa 

Rangkah Kidul yaitu masih ditemui pemohon yang tidak 

memiliki bukti kepemilikan tanah, seperti tidak memiliki 

letter C atau petok D, tidak ada bukti jual beli atau 

peralihan dan sengketa para ahli waris. Sehingga tanah 

yang sedianya akan didaftarkan pada program sertifikasi ini 

tidak dapat diproses karena tidak adanya bukti kepemilikan 

tanah yang sah secara hukum. Tahap akhir dari pelaksanaan 

program PTSL yaitu penerbitan produk akhir yaitu berupa 

sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas 

tanah (Kamurahan, Polii, and Ngangi 2018). Akibat dari 

kendala tersebut pembagian sertifikat di Desa Rangkah 

Kidul yang sedianya dilaksanakan pada bulan maret 2020 

mengalami kemunduran sehingga baru terlaksana pada 

bulan Mei 2021 dengan total sekitar 420 sertifikat tanah 

yang dibagikan.  

“Kendala PTSL di Desa ini yang paling sering 

ditemui ialah tanah bidang yang tidak memiliki bukti 

kepemilikan tanah, seperti tidak terdapat bukti jual 

beli atau bukti tanah hibah sehingga kami petugas 

PTSL desa harus membuka dokumen lama yang 

menyebabkan sedikit keterlamabatan karena kita 

harus mengkroscheck batas tanah sesuai dokumen 

yang telah ada. Selain itu kami petugas PTSL juga 

harus menerbitkan letter c pada tanah bidang yang 

tidak memiliki bukti kepemilikan tanah.” 

 

Munculnya permasalahan ini menyebabkan 

beberapa dokumen terhambat dalam proses karena petugas 

PTSL desa harus menerbitkan bukti jual beli atau bukti 

hibah tanah tersebut sebelum akhirnya, dokumen tersebut 

diserahkan ke BPN Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, 

penyebab terlambatnya pembagian sertifikat tanah kepada 

masyarakat karena beberapa dokumen yang memiliki 

kendala tidak adanya bukti jual beli atau hibah sehingga 

dokumen yang tidak berkendala harus menunggu seluruh 

dokumen berkendala selesai diterbitkan bukti tanahnya. 

Setelah keseluruhan berkas memenuhi persyaratan, barulah 

seluruh berkas masyarakat didistribusikan ke BPN 

Kabupaten Sidoarjo untuk ditindaklanjuti.  

Menurut Pressman dan Widavsky sebagaimana 

dikutip oleh Winarno (2012:22) mendefinisikan 

“kebijakan publik sebagai hipotesis yang berisi kondisi 

awal dan konsekuensi yang dapat diprediksi”. Pada 

tahapan kebijakan publik tentu sebuah program akan 

dinyatakan sukses ketika program atau kebijakan tersebut 

mampu berjalan sesuai dengan tujuan dan bermanfaat  

untuk masyarakat. Sehingga timbulnya evaluasi kebijakan 

akan menentukan keberhasilan sebuah kebijakan tersebut 

dijalankan. Menurut Dunn (2003:610),, “istilah evaluasi 

dapat disamakan dengan appraisal, rating, dan 

assessment”. Evaluasi berkaitan dengan produksi nilai 

atau manfaat dari hasil kebijakan. Dunn (2003:610),  

membagi enam kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri 

dari: 

1. Efektivitas berkaitan dengan bagaimana hasil 

yang diharapkan sesuai dengan yang diinginkan 

2. Efisiensi berkaitan dengan seberapa besar usaha 

yang diperlukan agar usaha yang diinginkan 

dapat tercapai 
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3. Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh hasil 

yang diperoleh mampu menyelesaikan masalah 

4. Pemerataan berkaitan dengan apakah penerima 

manfaat dapat didistribusikan secara adil di 

antara kelompok-kelompok yang berbeda 

5. Responsivitas berkaitan dengan bagaimana hasil 

kebijakan yang dibuat mampu memuaskan 

kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok 

tertentu 

6. Ketepatan berkaitan dengan apakah tujuan yang 

dimaksudkan bermanfaat bagi kelompok sasaran 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana evaluasi program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul 

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa 

Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo 

sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan program 

sertifikasi massal untuk seluruh wilayah di Indonesia. 

Manfaat penelitian ini adalah mampu memberikan ide-ide 

baru dan berkelanjutan terkait evaluasi program dan 

memberikan informasi terkait pelaksanaan program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa 

Rangka Kidul dan memberikan saran untuk peningkatan 

kinerja program sertifikasi tanah massal. pelayanan pada 

tahap kedua. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

pendekatan dengan metode penelitian deskriptif. Fokus 

penelitian ini adalah evaluasi kebijakan yang terdiri dari 

efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, 

dan ketepatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah teknik wawancara mendalam, observasi 

partisipan, dokumentasi, dan triangulasi sumber. Subjek 

penelitian menurut Sugiyono ditentukan dengan 

menggunakan model purposive sampling yaitu metode 

pemilihan sumber data sesuai dengan kriteria penelitian 

(2015:216-217) sehingga subjek penelitian yang diambil 

dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Kepala Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo  

b. Petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) Desa Rangkah Kidul  

c. 10 Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) Tahun 2019 Desa Rangkah Kidul 

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang 

bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini 

yaitu Bapak Ani Nain, Bapak Museni, Ibu Anis 

Juriyah, Ibu Dwi Novianti, Bapak Muchsin, Ibu 

Mimah, Bapak Eko, Bapak Asmani, Bapak 

Hartono, dan Bapak Sumito 

Sementara teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model Miles dan Huberman dalam 

(Sugiyono 2015: 216-217) yang menyatakan bahwa 

kegiatan dalam analisis data terdiri dari pengumpulan data, 

kondensasi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Sumber data yang digunakan adalah data 

primer yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas 

pelaksana dan masyarakat pendaftar, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari dokumen terkait yang diperoleh 

melalui instansi terkait. Lokasi penelitian ini berada di 

Desa Rangkah Kidul. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Menurut Dunn (2003:429-438) untuk 

mengevaluasi proses keberhasilan program dapat diukur 

melalui enam indikator evaluasi kebijakan diantaranya 

Efektifvitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, 

Responsivitas, dan Ketapatan. Berikut analisis evaluasi 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di 

Desa Rangka Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten 

Sidoarjo. 

A. Efektivitas  

Efektivitas menurut Dunn (2003:429) 

berhubungan dengan bagaimana hasil yang diharapkan 

apakah sesuai dengan yang diinginkan. Dalam evaluasi 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo kriteria pertama ini menjelaskan 

kebijakan direalisasikan. 

Kriteria efektivitas meliputi pertanyaan tujuan 

sasaran dan landasan program PTSL, usaha yang telah 

diwujudkan, dan pencapaian program PTSL. Tujuan 

dari program PTSL sesuai dengan landasan dasar yang 

termuat pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 

Tahun 2018 yaitu sederhana, cepat, lancar, aman, adil, 

merata dan terbuka, dan akuntabel (Ningrum and 

Rosdiana 2019) sehingga mempermudah masyarakat 

mendapatkan sertifikat tanah dan mengurangi konflik 

pertanahan. Penyelenggaraan program PTSL di Desa 

Rangkah Kidul telah terpenuhi sesuai dengan tujuan 

serta landasan program dan usaha yang dilakukan oleh 

petugas PTSL telah sesuai dengan kebutuhan program 

PTSL di Desa Rangkah Kidul yaitu memberikan 

pelayanan terbaik dan memfasilitasi warga Desa 

Rangkah Kidul untuk mendapatkan sosialisasi, 

penyuluhan, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, 

dan tahapan lainnya yang telah dikoordinasikan dengan 

BPN Kabupaten Sidoarjo dan perangkat desa. 

Pencapaian program PTSL di Desa Rangkah Kidul 

walaupun menemui kendala yaitu tidak dapat 

membuktikan bukti jual beli tanah atau bukti hibah 
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namun, seluruh masyarakat Desa Rangkah Kidul 

menerima manfaat dari tujuan pelaksanaan program ini 

yaitu warga merasa diberikan kepastian hukum berupa 

sertifikat tanah yang sah secara hukum. Seperti yang 

dikemukakan oleh Bapak Teguh selaku petugas PTSL 

Desa Rangkah Kidul: 

“Fokus tujuan PTSL ini tentunya hadir 

bukan hanya memudahkan warga, tetapi juga 

dan terpercaya untuk membantu masyarakat 

memiliki surat kepemilikan tanah.. Tentunya 

kami sebagai petugas PTSL Desa juga 

memberikan layanan sesuai dengan landasan 

program PTSL. Terkait usaha, kami pihak 

desa berkoordinasi dan menggali informasi 

terkait tanah dari desa, karena terkadang satu 

bidang tanah tidak sesuai dengan yang ada di 

letter c desa karena jaman dahulu ada beberapa 

orang yang tukar menukar tanah tanpa 

sepengatahuan pihak desa untuk dicatatkan. 

Alhamdulillah pencapaian program PTSL di 

Desa Rangkah Kidul dapat terlaksana dengan 

baik dengan ditandai masyarakat yang 

menerima manfaat secara langsung dengan 

adanya program pertanahan ini.” 

 

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan 

sepuluh warga pendaftar PTSL Desa Rangkah Kidul 

yang seluruhnya menyatakan setuju dengan pertanyaan 

terkait kemudahan akses pelayanan dan persyaratan, 

program PTSL memberikan kepastian hukum hak atas 

tanah, dan mencegah terjadinya konflik sengketa tanah. 

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu pendaftar 

PTSL Bapak Ani Nain:  

“Saya dan warga lainnya tentu merasakan 

kemudahan pelayanan dan persyaratan yang 

diberikan oleh perangkat desa, dibuktikan 

dengan seluruh elemen mulai tingkat RT 

hingga Perangkat Desa siap membantu 

kelancaran PTSL di Desa Rangkah Kidul. Saya 

pun merasakan manfaat dengan diadakannya 

program sertifikasi ini yaitu salah satunya 

adalah mencegah terjadi sengketan tanah 

dengan pemilik tanah sekeliling rumah saya.” 

 

Kemudahan layanan dan persyaratan program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa 

Rangkah Kidul cukup baik, karena layanan dan 

persyaratan yang ditujukan kepada warga dapat dengan 

mudah dipahami dan diterima oleh para pendaftar. 

Tentunya warga Desa Rangkah Kidul merasakan 

dampak positif dari keikutsertaan mereka dalam 

program sertifikasi tanah ini yaitu tanah bidang mereka 

dapat diakui secara hukum yang berlaku sehingga 

ketika suatu saat nanti mampu membantu warga untuk 

meminimalisir adanya sengketa tanah antar warga.  

Dari hasil wawancara yang didapat maka, 

kriteria efektivitas pada program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul 

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terbukti 

memenuhi indikator efektif dan terlaksana dengan baik.  

B. Efisiensi  

Efisiensi menurut Dunn (2003:430) 

berhubungan dengan berapakah jumlah usaha yang 

diperlukan sehingga usaha yang diinginkan dapat 

dicapai. Dalam evaluasi program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul 

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kriteria kedua 

ini menjelaskan usaha yang perlu dilakukan guna hasil 

yang diinginkan.  

Kriteria efisiensi meliputi pertanyaan jumlah 

dan kualifikasi tenaga petugas PTSL desa, sarana dan 

prasarana, penganggaran biaya, dan ketepatan waktu 

pemberian sertifikat tanah. Tenaga PTSL desa yang 

berjumlah 22 orang yang terdiri dari Ketua RT dan 

Perangkat Desa. Jumlah 22 tenaga PTSL Desa dirasa 

cukup efisien karena memiliki kualifikasi jobdesk 

masing-masing dan dipantau langsung oleh BPN 

Kabupaten Sidoarjo. Biaya yang dianggarkan dalam 

satu bidang tanah yaitu sebesar Rp. 150.000. Biaya 

tersebut digunakan untuk penggadaan dokumen 

pendukung, pengangkutan dan pemasangan patok, dan 

kebutuhan operasional Panitia Desa. Jika dibandingkan 

dengan kepengurusan diluar program PTSL tentu biaya 

yang harus dibayarkan oleh masyarakat jauh lebih 

mahal, maka dengan jumlah biaya yang dikenakan pada 

program PTSL lebih efisien. Seperti yang dikemukakan 

oleh Bapak Teguh selaku petugas PTSL Desa Rangkah 

Kidul: 

“Biaya yang harus dibayarkan sesuai 

dengan edaran ATR/BPN dan disesuaikan 

dengan SK Bupati Kabupaten Sidoarjo yaitu 

sebesar 150.000. Dana tersebut dipergunakan 

untuk pemasangan patok, keperluan dan 

kebutuhan Panitia Desa, serta penggandaan 

dokumen penting untuk mendukung kegiatan 

PTSL ini. Keseluruhan petugas PTSL Desa 

Rangkah Kidul berjumlah 22 orang yang 

terdiri dari seluruh ketua RT yang bertugas 

untuk pengumpul data sekaligus koordinator 

di wilayah masing-masing dan telah 

melaksanakannya dengan baik, para perangkat 

desa mampu memproses data dengan cukup 

baik.” 

 

Sarana dan prasarana pendukung yang tersedia 

sudah sangat membantu berjalannya program PTSL di 
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Desa Rangkah Kidul. Prasarana yang digunakan untuk 

titik pertemuan masyarakat telah tersedia yaitu balai 

desa dan Kantor Desa untuk proses input berkas PTSL 

Desa Rangkah Kidul. Sarana yang dimiliki oleh Desa 

Rangkah Kidul untuk menunjang program PTSL ini 

ialah dengan dibantu satu buah komputer dan satu buah 

printer untuk menyelesaikan seluruh berkas yang 

selanjutnya didistribusikan ke Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Sidoarjo. Pemberian sertifikat 

dilaksanakan tidak tepat waktu dikarenakan terdapat 

beberapa berkas yang berkendala yaitu tidak dapat 

membuktikan bukti jual beli tanah atau bukti hibah. 

Berkas berkendala tersebut yang menyebabkan 

pembagian sertifikat tidak tepat waktu, bahkan 

mengalami keterlambatan sampai satu tahun. Seperti 

yang dikemukakan oleh Bapak Teguh selaku petugas 

PTSL Desa Rangkah Kidul: 

“Prasarana yang dibutuhkan juga telah 

tersedia yaitu Kantor Desa digunakan untuk 

input, pemberkasan, dan pencarian data 

yuridis dan berhubung Desa Rangkah Kidul 

telah memiliki balai desa yang mumpuni maka 

pelaksanaan sosialiasi dilaksanakan di Balai 

Desa Rangkah Kidul. Untuk sarana dan 

prasarana PTSL Desa Rangkah Kidul dirasa 

cukup karena untuk alat ukur telah disiapkan 

dan dilaksanakan oleh BPN Kabupaten 

Sidoarjo. Jadi, petugas PTSL desa hanya 

membutuhkan satu buah komputer dan satu 

buah printer untuk input data dan pencetakan 

berkas.” 

 

Jadwal pemberian sertifikat dilaksanakan tidak 

tepat waktu. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa 

berkas yang berkendala yaitu tidak dapat membuktikan 

bukti jual beli tanah atau bukti hibah. Sehingga petugas 

PTSL desa harus menerbitkan bukti tanah berdasarkan 

riwayat peralihannya.  Berkas yang mengalami kendala 

tersebutlah menyebabkan pembagian sertifikat tidak 

tepat waktu, bahkan mengalami keterlambatan sampai 

satu tahun. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak 

Teguh selaku petugas PTSL Desa Rangkah Kidul: 

“Sebetulnya yang lama adalah pencarian 

data yuridis dari tanah yang tidak memiliki 

bukti apapun. Tanah yang tidak memiliki bukti 

kepemilikan mengharuskan para petugas 

PTSL mencari data dari keluarga teratas dan 

tanah hibah yang peruntukkannya tidak pada 

tempatnya. Selanjutnya petugas PTSL desa 

harus melakukan kesepakatan bersama pihak 

terkait. Karena kendala berkas yang tidak 

sesuai menyebabkan keterlambatan 

pembagian sertifikat tanah kepada warga. 

Keterlambatan ini berlangsung hingga satu 

tahun sehingga pembagian sertifikat baru bisa 

dilaksanakan pada bulan Mei 2021.” 

 

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan 

delapan warga pendaftar PTSL Desa Rangkah Kidul 

yang seluruhnya menyatakan setuju dan dua pendaftar 

kurang setuju dengan pertanyaan terkait jumlah dan 

kesesuaian bidang petugas PTSL desa, biaya, sarana 

dan prasarana, dan ketepatan waktu pemberian 

sertifikat tanah. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu 

Anis Juriyah sebagai salah satu pendaftar yang kurang 

setuju: 

“Terkait jumlah dan kesesuai pengetahuan 

para petugas PTSL Desa saya rasa jumlahnya 

sudah lebih cukup dan setiap petugas PTSL 

telah memahami program PTSL. Untuk biaya 

saya tidak masalah jika harus dibebankan pada 

warga sebesar Rp. 150.000 karena menurut 

saya dengan harga segini termasuk relatif 

terjangkau bagi saya dibandingkan mengurus 

sendiri sertifikat ke BPN Kabupaten Sidoarjo. 

Saya sedikit kecewa karena  waktu pembagian 

yg terundur hingga satu tahun namun, sarana 

dan prasarana saya melihatnya sejauh ini sudah 

maksimal untuk melayani warga Desa 

Rangkah Kidul.” 

 

Jumlah petugas PTSL dan ketersediaan sarana 

prasarana telah membantu proses berjalannya program 

PTSL namun, adanya kendala yaitu tidak dapat 

membuktikan bukti jual beli tanah atau bukti hibah 

menyebabkan pembagian sertifikat tanah kepada warga 

Desa Rangkah Kidul baru bisa diselenggarakan pada 

bulan Mei 2021 dan terlambat hingga satu tahun 

rencana. Biaya yang dibebankan kepada masyarakat 

sesuai dengan SKB 3 Menteri yaitu sejumlah Rp. 

150.000 juga tidak memberatkan. Sehingga terkait 

penganggaran biaya dirasa cukup efisien.  

Perlu diketahui sebelum penyelenggaraan 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) Desa Rangkah Kidul pada tahun 2019, total 

tanah yang belum bersertifikat berkisar 435 bidang 

tanah. Desa Rangkah Kidul mendapat kuota PTSL dari 

BPN Kabupaten Sidoarjo sebesar 500 bidang tanah. 

Total tanah yang didaftarkan pada program PTSL 2019 

Desa Rangkah Kidul sejumlah 420 bidang tanah. Maka 

dengan usaha yang telah dicapai melalui indikator 

efisiensi, Desa Rangkah Kidul mampu menyelesaikan 

dengan tuntas 420 bidang tanah dengan diterbitkannya 

sertifikat tanah walapaun mengalami keterlambatan 

dalam penyerahan sertifikat kepada warga hingga satu 

tahun. Dari hasil wawancara yang didapat maka, 
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kriteria efisiensi pada penerapan program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah 

Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo 

dinyatakan belum mencapai indikator efisien dengan 

baik.  

C. Kecukupan  

Kecukupan menurut Dunn (2003:430-431)  

berhubungan seberapa jauh hasil yang didapat apakah 

mampu untuk memecahkan masalah. Dalam evaluasi 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo kriteria ketiga ini menjelaskan 

bagaimana pencapaian hasil yang diinginkan mampu 

memecahkan masalah pertanahan warga.  

Selama dua tahun program PTSL terselenggara 

di Desa Rangkah Kidul tentu telah memberikan 

dampak khususnya administrasi pertanahan bagi 

masyarakat. Dengan landasan dasar PTSL yaitu 

sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan 

terbuka, dan akuntabel sehingga memberikan 

kemudahan pelayanan kepengurusan sertifikat kepada 

masyarakat. Kriteria kecukupan meliputi beberapa 

pertanyaan diantaranya apa saja masalah pertanahan 

yang dirasakan warga Desa Rangkah Kidul sebelum 

PTSL hadir, mampukah PTSL memecahkan masalah 

pertanahan warga Desa Rangkah Kidul, dan kendala 

yang ditemui.  

Masalah pertanahan yang dirasakan warga Desa 

Rangkah Kidul sebelum hadirnya program PTSL yaitu 

masih banyak ditemui warga yang belum memiliki 

bukti sertifikat tanah sehingga dampaknya terjadi 

sengketa tanah antar warga sekeliling dan sengketa 

tanah antar saudara karena tanah tersebut menjadi tanah 

waris dari orang tua. Hal ini yang memunculkan 

program PTSL di Desa Rangkah Kidul terselenggara 

dan berhasil memecahkan permasalahan pertanahan 

diantaranya yaitu warga merasa tentram dengan adanya 

bukti sertifikat tanah. Seperti yang dikemukakan oleh 

Bapak Teguh selaku petugas PTSL Desa Rangkah 

Kidul: 

“Masalah pertanahan yang muncul sebelum 

adanya program PTSL adalah perdebatan antar 

tetangga selingkungan rumah yang ditinggali, 

sebab tidak dpt membuktikkan bukti sertifikat 

tanah. Dengan adanya trobosan baru dalam 

pertanahan yaitu program PTSL di Desa 

Rangkah Kidul secara langsung mampu 

memecahkan masalah dan memberikan 

ketenangan kepada pemilik bangunan tersebut, 

selain itu sertifikat tanah juga dapat dijadikan 

surat jaminan untuk keperluan warga.”  

 

Untuk kendala yang ditemui di Desa Rangkah Kidul 

yaitu terkait tanah waris atau hibah dan tidak adanya 

bukti jual beli, padahal persyaratan kelengkapan data 

PTSL yaitu harus dapat membukti bukti tanah yang 

diklaim tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak 

Teguh hasil wawancara dengan petugas PTSL Desa 

Rangkah Kidul: 

“Kendala yang ditemui adalah warga tidak 

dapat membukti bukti jual beli atau tidak ada 

bukti hibah orang tua. Kebanyakan dari 

mereka jika orang tua telah meninggal maka 

tidak mengurus bukti hibah tersebut.” 

 

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan tujuh 

warga pendaftar PTSL Desa Rangkah Kidul yang 

menyatakan setuju dan tiga pendaftar menyatakan 

kurang setuju dengan masalah pertanahan yang 

dirasakan warga Desa Rangkah Kidul sebelum PTSL 

hadir, kesesuaian program PTSL dengan kebutuhan 

pertanahan warga, kesesuain harapan, dan tidak 

menemui kendala. Hal ini dibuktikan dengan kutipan 

wawancara salah satu pendaftar kurang setuju yaitu 

Bapak Muchsin: 

“Saya rasa program ini membantu sekali 

warga untuk mendapatkan sertifikat karena 

mudah dijangkau yaitu melalui masing-masing 

desa. Saya jadi tidak was-was jika tiba-tiba 

tanah saya diklaim oleh orang lain dan saya 

juga investasi dari segi ekonomi. Saya 

memiliki kendala pada tanah saya yang tidak 

memiliki bukti jual beli sebelumnya. 

Ketidaksesuaian harapan karena tanah yang 

saya daftarkan berkendala maka pembagian 

sertifikat juga molor diberikan kepada warga.” 

 

Sebelum hadirnya program PTSL, masyarakat 

Desa Rangkah Kidul menemui berbagai masalah dari 

sengketa tanah hingga tidak memiliki jaminan dari segi 

ekonomi. Munculnya program PTSL di Desa Rangkah 

Kidul disambut baik oleh masyarakatnya karena 

dianggap telah sesuai dengan kebutuhan pertanahan 

masyarakat yaitu membuat warga tidak lagi was–was 

karena telah memiliki bukti kepemilikan tanah dalam 

bentuk sertifikat yang sah secara hukum serta 

masyarakat mampu berinvestasi dengan adanya 

penerbitan sertifikat tersebut. Namun, terdapat 

beberapa masyarakat yang merasa kurang setuju 

dengan kesesuaian harapan dan menemui kendala. Hal 

ini karena tidak semua masyarakat memiliki bukti 

tanah, oleh sebab itu, petugas PTSL desa berusaha 

semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat 

yang berkendala walaupun masyarakat dan petugas 
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PTSL desa harus meluangkan waktu lagi untuk 

kepengurusannya.   

Upaya yang telah dilakukan maka program 

PTSL mampu menyelesaikan permasalahan pertanahan 

yang terjadi dimasyarakat Desa Rangkah Kidul. Namun 

tak bisa dipungkiri bahwa beberapa berkas yang 

diserahkan ke Kantor Desa ternyata memiliki kendala 

tidak adanya bukti jual beli atau bukti tanah hibah. Dari 

hasil wawancara yang didapat maka, kriteria kecukupan 

pada penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan 

Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo belum mencapai kriteria 

kecukupan sehingga belum berjalan dengan baik.  

D. Perataan  

Perataan menurut Dunn (2003:434-437) 

berhubungan dengan apakah penerima manfaat mampu 

terdistribusikan dengan merata kepada para kelompok 

yang berbeda. Dalam evaluasi program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah 

Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kriteria 

keempat ini menjelaskan apakah seluruh masyarakat 

pendaftar menerima manfaat secara merata dari 

program PTSL di Desa Rangkah Kidul.  

Kriteria perataan meliputi pertanyaan terkait 

apakah seluruh pendaftar menerima kesempatan, 

layanan, manfaat, dan informasi yang sama. 

Pelaksanaan PTSL di Desa Rangkah Kidul telah 

terselenggara pada tahun 2019 dan para petugas PTSL 

desa telah memberikan kesempatan, layanan, dan 

informasi yang sama dan merata kepada para pendaftar. 

Seluruh masyarakat Desa Rangkah Kidul 

berkesempatan untuk mengikuti program PTSL asalkan 

mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. 

Seluruh masyarakat Desa Rangkah Kidul juga 

diberikan layanan dan informasi yang sama secara 

merata tergantung pada kebutuhan dan kendala yang 

mereka hadapi. Untuk manfaat tentu setiap pendaftar 

memiliki manfaat yang berbeda-beda namun, manfaat 

tersebut dirasakan oleh seluruh pendaftar secara merata. 

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Teguh selaku 

petugas PTSL Desa Rangkah Kidul sebagai berikut: 

“Kami sebagai petugas PTSL desa 

memberikan kesempatan layanan dan 

informasi yang sama keseluruh pendaftar 

dengan bidang tanah kecil maupun besar, 

asalkan mereka ikut program PTSL dan 

memenuhi persyaratan dan ketentuan PTSL. 

Untuk manfaatnya sendiri tentunya seluruh 

masyarakat merasakan manfaat yang berbeda 

diantaranya manfaat ekonomi serta hukum. 

Warga Desa Rangkah Kidul memahami 

keuntungan mengikuti program sertifikasi 

ini.” 

 

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan 

sepuluh warga pendaftar PTSL Desa Rangkah Kidul 

yang seluruhnya menyatakan setuju dengan pertanyaan 

pemberian kesempatan, manfaat, kesamaan layanan, 

dan kesamaan informasi yang diberikan oleh petugas 

PTSL Desa. Hal ini dikemukakan oleh salah satu 

pendaftar yaitu Ibu Mimah:  

“Saya dan seluruh masyarakat setuju 

dengan meratanya kesempatan, manfaat, 

layanan, dan kesamaan informasi yang 

diberikan oleh petugas PTSL desa.” 

 

Sejak berlakunya program PTSL di Desa 

Rangkah Kidul masyarakat merasakan kesamaan 

informasi, layanan, dan kesempatan yang diterima oleh 

masyarakat. Warga Desa Rangkah Kidul menerima 

pemerataan manfaat dari keikutsertaan mereka dalam 

program sertifikasi PTSL.  

Upaya petugas PTSL desa dalam memberikan 

pelayanan yang merata kepada sleuruh warga memang 

benar adanya. Hasil yang dirasakan adalah masyarakat 

merasa puas dengan pelayanan yang diterima. Dari 

hasil wawancara yang didapat maka, kriteria perataan 

pada penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan 

Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo mencapai indikator 

perataan dan terlaksana dengan baik. 

E. Responsivitas 

Responsivitas menurut Dunn (2003:437-438) 

berkenaan dengan bagaimana hasil kebijakan yang 

dibuat mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, atau 

nilai kelompok-kelompok tertentu. Dalam evaluasi 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo kriteria kelima ini menjelaskan 

hasil kebijakan mampu memberikan kepuasan sesuai 

dengan kebutuhan pertanahan bagi para pendaftar 

program PTSL di Desa Rangkah Kidul.  

Kriteria responsivitas meliputi pertanyaan 

dukungan masyarakat dengan adanya program PTSL, 

mampukah program PTSL menjadikan masyarakat 

tertib administrasi pertanahan, dan apakah petugas 

menanggapi kendala masyarakat. Munculnya program 

PTSL di Desa Rangkah Kidul ternyata disambut baik 

oleh masyarakat Desa Rangkah Kidul. Masyarakat, 

bahkan menunggu-nunggu program ini hadir di 

desanya dan masyarakat antusias untuk mendaftarkan 

tanah mereka dengan segara. Para petugas PTSL desa 

merespon kendala yang terjadi demi kenyamanan 

pelayanan PTSL di Desa Rangkah Kidul. Seperti yang 

dikemukkan oleh Bapak Teguh selaku petugas PTSL 

Desa Rangkah Kidul sebagai berikut: 
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“Alhamdulillah seluruh warga antusias 

dengan pelaksanaan PTSL di Desa Rangkah 

Kidul, antusias itu terbukti dengan adanya 2 

wilayah RT pada saat malam hari pembagian 

blanko dan paginya sudah sampai kembali ke 

Balai Desa. Tentu petugas PTSL desa 

menanggapi seluruh kendala yang dirasakan 

oleh warga. Tapi perlu diketahui beberapa 

tanah disini masih tercatat berkas desa yang 

ikut pada tahun 60an otomatis catatan tersebut 

buram dan sulit terbaca. Maka kami petugas 

PTSL desa harus teliti dan lama dalam 

memproses data. Jelas sangat membantu 

masyarakat tertib administrasi pertanahan 

sehingga harapannya bukan hanya memberi 

manfaat ekonomi dan hukum tapi juga 

memberikan edukasi administrasi pertanahan 

untuk kedepannya.” 

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan 

sepuluh warga pendaftar PTSL Desa Rangkah Kidul 

yang seluruhnya menyatakan setuju dengan pertanyaan 

mendukung program PTSL, warga menjadi tertib 

administrasi pertanahan, mendorong warga untuk ikut 

serta program pertanahan, dan petugas merespon 

kendala. Hal ini dikemukakan oleh salah satu pendaftar 

yaitu Bapak Eko:  

“Saya mendukung program ini dan 

sekaligus dapat memenuhi peraturan 

pemerintah untuk memiliki sertifikat tanah 

karena program ini sangat memberikan 

manfaat, bahkan jika tidak mengikuti program 

ini akan rugi. Saya dan warga lainnya jadi taat 

administrasi pertanahan, terutama saya jadi 

peduli administrasi dengan adanya sertifikat 

ini. Sejauh ini saya mendengar dan melihat 

sendiri bahwa masyarakat yang memiliki 

kendala selalu direspon oleh petugas PTSL 

desa, tetapi memang membutuhkan waktu 

tambahan untuk merespon kendala yang 

dirasakan oleh masyarakat.” 

Masyarakat sangat mendukung dan mendorong 

masyarakat lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka 

pada program PTSL 2019 di Desa Rangkah Kidul 

sebagai bentuk pemenuhan dukungan program 

pertanahan yang diselenggarakan oleh pemerintah. 

Masyarakat tidak hanya diuntungkan dari segi ekonomi 

dan hukum, tetapi menjadikan masyarakat menjadi taat 

administrasi pertanahan. Masyarakat juga merasakan 

respon para petugas terkait kendala yang mereka temui. 

Program PTSL merupakan trobosan baru 

pertanahan. Program ini hadir karena lambannya 

mekanisme kepengurusan sertifikat yang selama ini 

dijalankan. Sehingga program ini sedianya menjadi 

target program hingga tahun 2025. Adanya trobosan 

baru pertanahanan ternyata diikuti dengan dukungan 

masyarakat untuk menyukseskan jalannya program ini. 

Dapat dilihat dari antusias masyarakat Desa Rangkah 

Kidul dan respon tenaga pelaksana dalam melayani 

masyarakat. Dari hasil wawancara yang didapat maka, 

kriteria responsivitas pada penerapan program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa 

Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten 

Sidoarjo mencapai indikator responsivitas dan 

terlaksana dengan baik. 

F. Ketepatan  

Ketepatan menurut Dunn (2003:438) 

berhubungan dengan apakah tujuan yang diharapkan 

berguna untuk kelompok sasaran. Dalam evaluasi 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo kriteria keenam ini menjelaskan 

hasil sesuai dengan tujuan dan berguna untuk 

masyarakat pendaftar.  

Kriteria ketepatan meliputi pertanyaan tepatkah 

program PTSL dilaksanakan di Desa Rangkah Kidul, 

tepatkah program PTSL dilaksanakan pada satuan 

wilayah Desa/Kelurahan, dan apakah program PTSL di 

Desa Rangkah Kidul mampu memberikan 

kesejahteraan masyarakat. Program PTSL yang 

dilaksanakan di Desa Rangkah Kidul telah tepat 

sasaran. Ketepatan itu terbukti dengan antusias warga 

dan banyaknya jumlah pendaftar yang mendaftarkan 

tanahnya pada program PTSL. Pelaksanaan PTSL 

dalam lingkup wilayah Desa/Kelurahan juga tepat 

karena sasaran pelaksanaan dilakukan pada jajaran 

pemerintah terendah sehingga seluruh masyarakat 

dapat terlayani dengan segera. Oleh sebab itu, tentu 

dengan adanya PTSL di Desa Rangkah Kidul 

memberikan banyak manfaat dan mensejahterakan 

masyarakat Desa Rangkah Kidul. Seperti yang 

dikemukakan oleh Bapak Teguh selaku petugas PTSL 

Desa Rangkah Kidul sebagai berikut: 

“Sebetulnya tidak hanya di Desa Rangkah 

Kidul saja, penyelenggaraan program 

sertifikasi PTSL ini sangat tepat 

diselenggarakan di seluruh desa wilayah 

manapun. Program sertifikasi tanah ini 

tentunya memberikan manfaat yang banyak, 

kecuali masyarakat Desa Rangkah Kidul 

sudah memahami itu dan mereka sangat 

antusias untuk ikut serta mendaftarkan tanah 

mereka. Saya rasa mampu memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat Rangkah Kidul 

dari berbagai segi kehidupan. Harapannya 

nanti mampu diikuti oleh warga lainnya 
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sehingga persoalan terkait pertanahan 

kedepannya mampu diantisipasi.” 

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan 

sepuluh warga pendaftar PTSL Desa Rangkah Kidul 

yang seluruhnya menyatakan setuju dengan pertanyaan 

tepatkah warga Desa Rangkah Kidul menerima 

program PTSL, tepatkah program PTSL dilaksanakan 

pada satuan wilayah Desa/Kelurahan, dan apakah 

masyarakat merasa terbantu dengan adanya program 

PTSL. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu 

pendaftar yaitu Bapak Sumito:  

“Menurut saya warga Desa Rangkah Kidul 

menjadi subyek yang sangat tepat menerima 

program PTSL karena tanah yang didaftarkan 

pada program ini memang seluruhnya tanah 

dalam bentuk bangunan (rumah). Program ini 

juga tepat dilaksanakan pada wilayah 

Desa/Kelurahan karena masyarakat mampu 

menjangkaunya dengan mudah, dan kami 

masyarakat juga merasa dilayani karena jika 

mengurus sendiri ke BPN Kabupaten kita 

harus mengantri dan berebut dengan 

masyarakat dalam lingkup kabupaten. Tentu 

saya dan masyarakat lainnya merasa terbantu 

dengan penyelanggaran PTSL di wilayah desa, 

semoga kedepannya ada trobosan terbaru dari 

program pertanahan.” 

Seluruh masyarakat Desa Rangkah Kidul merasa 

tepat untuk menerima program PTSL ini karena 

masyarakat sangat membutuhkan pengakuan hukum 

pertanahan dengan bukti sertifikat tanah. Masyarakat 

juga sangat mendukung PTSL diselenggarakan dalam 

satuan wilayah Desa/Kelurahan, sehingga masyarakat 

tidak perlu antri panjang dengan masyarakat dalam satu 

wilayah kabupaten.  

Dengan diselenggarakannya program PTSL di 

tingkat Desa Atau Kelurahan sangat membantu 

masyarakat dalam kepengurusan sertifikat tanah karena 

mudah dijangkau. Selain itu masyarakat Desa Rangkah 

Kidul merasa tepat atas terselenggaranya program 

PTSL di desa mereka karena letak desa mereka 

diperkotaan yang padat penduduk dan pastinya 

membutuhkan pengakuan berupa sertifikat tanah. 

Program PTSL memberikan dampak pada seluruh 

pihak dari mulai masyarakat, tenaga pelaksana, dan 

pembuat kebijakan. Dari hasil wawancara yang didapat 

maka, kriteria ketepatan pada penerapan program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa 

Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten 

Sidoarjo memenuhi indikator ketepatan dana terlaksana 

dengan baik. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian 

Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada enam kriteria 

evaluasi kebijakan. Pada indikator efektivitas program 

PTSL di Desa Rangkah Kidul telah mencapai indikator 

efektivitas dan terlaksana dengan baik. Masyarakat 

merasakan tujuan dan landasan program berhasil 

tersampaikan dan usaha yang dilakukan oleh petugas PTSL 

telah sesuai dengan kebutuhan program PTSL di Desa 

Rangkah Kidul, yaitu memberikan pelayanan terbaik dan 

memfasilitasi warga desa. Pada indikator efisiensi program 

PTSL Desa Rangkah Kidul belum efisien sehingga belum 

terlaksana dengan baik. Jumlah petugas PTSL dan 

ketersediaan sarana prasarana telah membantu proses 

berjalannya program PTSL akan tetapi, adanya kendala 

yaitu tidak dapat membuktikan bukti jual beli tanah atau 

bukti hibah menyebabkan pembagian sertifikat tanah 

kepada warga Desa Rangkah Kidul baru bisa 

diselenggarakan pada bulan Mei 2021 sehingga terlambat 

hingga satu tahun rancangan kerja. Biaya yang dibebankan 

kepada masyarakat sesuai dengan SKB 3 Menteri, yaitu 

sejumlah Rp. 150.000 juga tidak memberatkan.  

Pada indikator kecukupan program PTSL di Desa 

Rangkah Kidul belum mencapai kriteria kecukupan 

sehingga belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti 

dengan beberapa masyarakat yang merasa kurang setuju 

dengan kesesuaian harapan dan menemui kendala, karena 

tidak semua masyarakat memiliki bukti tanah sehingga 

masyarakat dan petugas PTSL desa harus meluangkan 

waktu lagi untuk kepengurusannya. Ternyata dengan 

hadirnya PTSL disambut baik oleh masyarakat Desa 

Rangkah Kidul dan sesuai dengan kebutuhan pertanahan 

warga desa, ssementaraedangkan pada indikator perataan 

program PTSL di Desa Rangkah Kidul dinyatakan 

mencapai indikator perataan dan terlaksana dengan baik. 

Hal ini dibuktikan dengan seluruh petugas PTSL yang telah 

memberikan kesempatan, layanan, dan informasi yang 

sama kepada seluruh warga Desa Rangkah Kidul, serta 

masyarakat juga menyatakan bahwa menerima 

kesempatan, layanan, informasi yang sama, dan merasakan 

manfaat dari pelaksanaan program PTSL. 

Pada indikator responsivitas program PTSL di Desa 

Rangkah Kidul dinyatakan telah mencapai indikator 

responsivitas dan terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti 

bahwa program PTSL di Desa Rangkah Kidul disambut 

baik oleh masyarakat Desa Rangkah Kidul, para petugas 

PTSL desa merespon kendala, dan menjadikan masyarakat 

teredukasi administrasi pertanahan sehingga mampu 

memberikan manfaat untuk kedepannya. Dalam indikator 

ketepatan program PTSL di Desa Rangkah Kidul 
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dinyatakan telah memenuhi indikator ketepatan dan 

terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan program PTSL 

tepat dilakukan di Desa Rangkah Kidul karena dapat 

ditunjukkan dengan antusias warga dan banyaknya jumlah 

pendaftar. Pelaksanaan PTSL dalam lingkup wilayah 

Desa/Kelurahan juga tepat karena sasaran pelaksanaan 

dilakukan pada jajaran pemerintah terendah sehingga 

seluruh masyarakat dapat terlayani dengan segera. Manfaat 

yang diterima oleh masyarakat juga beragam yaitu mulai 

dari pengakuan hukum pertanahan dengan bukti sertifikat 

tanah, dari segi ekonomi yang nantinya sertifikat tanah 

mampu digunakan sebagai jaminan, dan pasti memberikan 

dampak kesejahteraan masyarakat. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka 

peneliti memberikan saran terhadap evaluasi program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa 

Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo 

sebagai berikut: 

1. Petugas PTSL desa harus sigap mendeteksi bukti 

administrasi pertanahan terdahulu 

2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo 

dan petugas PTSL desa saling berkoordinasi 

untuk segera memproses terlebih dahulu berkas 

yang tidak terkendala sehingga ketepatan waktu 

pembagian sertifikat dapat dilaksanakan sesuai 

dengan target 

3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo 

sebaiknya memberikan target berkas kepada 

petugas PTSL desa untuk meminimalisir 

keterlambatan distribusi berkas ke kantor BPN 

Kabupaten Sidoarjo 
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